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ABSTRAK

Kata Kunci:
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Pernikahan belum tercatat adalah pernikahan yang dilakukan secara
agama atau adat, tetapi belum dicatat atau didaftarkan di Kantor Catatan
Sipil (Disdukcapil) sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1974 tentang
Pernikahan. Pernikahan vyang belum tercatat di kartu keluarga
menunjukkan bahwa seseorang telah menikah, tetapi pernikahannya
belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau
lembaga lain yang berwenang, pernikahan yang belum tercatat secara
resmi merupakan salah satu permasalahan yang masih sering dijumpai di
masyarakat, termasuk di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota
Tidore Kepulauan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui
peran pemerintah dalam mengatasi masalah pendataan kependudukan
pernikahan belum tercatat dan mengetahui faktor penghambat
pemerintah Desa dalam mengatasi masalah pernikahan belum tercatat.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pernikahan belum tercatat
menjadi masalah di Desa Bukit Durian dari tahun 2021-2023 dengan
jumlah 10 kepala keluarga, akan tetapi dengan adanya program dan juga
pengertian serta pemerintah Desa Bukit Durian melakukan upaya
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang
pentingnnya pencatatan pernikahan secara resmi. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah kebijakan pendataan kependudukan Pemerintah
Desa Bukit Durian dalam mengatasi masalah pernikahan belum tercatat
pemerintah Desa melakukan semaksimal mungkin dengan berusaha
untuk mengatasi masalah ini, dengan program-program serta pengertian,
selain itu juga pemerintah melakukan upaya-upaya seperti
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang
pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, meningkatkan akses ke
layanan pencatatan pernikahan, serta meningkatkan kerjasama antara
Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

© This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License.

Penulis Korespondensi:
Indah Sari Ahmad

Program Studi llmu Administrasi Negara

Universitas Nuku

Jalan Sultan Manyur, Kota Tidore Kepulauan
Email: Indahsariahmad74@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Secara lebih luas, pernikahan juga dapat dipahami sebagai ikatan yang diakui secara
budaya dan hukum, yang menetapkan hak dan kewajiban antara pasangan, serta antara mereka dan
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anak-anak mereka, pernikahan mengandung pengertian tentang relasi sosial yang dil Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pernikahan. Menurut Undang-Undang
pernikahan dikatakan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
Pernikahan yang belum terctatat atau disebut dengan nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum
walaupun sah didalam hukum agama sehingga jika terjadi permasalah setelah pernikahan/nikah
maka perkara tersebut tidak bisa di selesaikan di pengandilan agama. kembagakan dan diatur
melalui norma-norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat. Pendataan kependudukan
merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya di tingkat
Desa.

Data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, pelayanan
publik, dan penegakan kebijakan hukum serta sosial. Salah satu permasalahan yang cukup krusial
dan sering terjadi di masyarakat Perdesaan, termasuk di Desa Bukit Durian, adalah pernikahan
yang belum tercatat secara resmi di instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA)
atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 118 Tahun
2017 tentang standarisasi untuk blangko Kartu Keluarga, Register, Dan Kutipan Akta Pencatatan
Sipil, termasuk Pencatatan Pernikah. Tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan
Administrasi kependudukan yang profesional dan memenuhi standar teknologi informasi untuk
memudahkan proses pernikahan. Pernikahan yang belum tercatat di kartu keluarga menunjukkan
bahwa seseorang telah menikah, tetapi pernikahannya belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan
Agama (KUA) atau lembaga lain yang berwenang, pernikahan yang belum tercatat secara resmi
merupakan salah satu permasalahan yang masih sering dijumpai di masyarakat, termasuk di Desa
Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Pernikahan yang belum tercatat
menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti tidak sah secara hukum, pernikahan yang
belum tercatat tidak memiliki status hukum yang jelas, sehingga pasangan tidak memiliki hak-hak
yang sama dengan pasangan yang telah menikah secara sah. Hak waris, pasangan yang belum
tercatat tidak memiliki hak waris yang sama dengan pasangan yang telah menikah secara sah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini
difokuskan pada analisis kebijakan pendataan kependudukan yang diterapkan oleh Pemerintah
Desa Bukit Durian, khususnya dalam upaya mengatasi permasalahan pernikahan belum tercatat di
masyarakat. Fokus utama diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut disusun,
diimplementasikan, serta dampaknya terhadap pencatatan status perkawinan warga. Penelitian ini
juga menyoroti peran perangkat Desa, mekanisme pendataan yang dilakukan, bentuk koordinasi
dengan lembaga terkait (seperti KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), serta tingkat
partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah Administrasi pernikahan.

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data
primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data
dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data
primer yang diperoleh melalui wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik
penelitian. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data
sekunder adalah sesuai dengan standar pelayanan publik, buku, jurnal, artikel yang berkaitan
dengan topik penelitian mengenai masalah pernikaahan belum tercatat di desa bukit durian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Pemerintah Desa Bukit Durian Dalam Mengatasi Pernikahan Belum Tercatat
Pemerintah Desa Bukit Durian berperan penting dalam mengatasi pernikahan belum tercatat

di wilayah, ada beberapa peran atau langkah pemerintah dalam mengatasi hal ini dengan cara

seperti, sosialisasi dan edukasi hukum keluarga secara berkala terutama pentingnnya pencatatan

pernikahan secara resmi, manfaatnya, dan konsekuensi hukum jika tidak tercatat

mmenginformasikan prosedur dan persyaratan pencatatan pernikahan. Kemudian pemerintah Desa
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juga melakukan pendataan pernikahan belum tercatat setiap tahun di Desa Bukit Durian untuk
mengetahui jumlah dan kondisi masyarakat yang belum mencatat pernikahan.

Memantau dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan belum tercatat.
Dalam 2 tahun belakangan ini kasus pernikahan belum tercatat sudah berkurang dari tahun 2023,
yang mana tahun 2021 sebanyak 7 kepala keluarga, tahun 2022 sebanyak 1 kepala keluarga, dan
2023 sebanyak 2 kepala keluarga. Pemerintah juga bekerjasama dengan instansi lain berkolaborasi
dengan KUA, Disdukcapil, dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa
Bukit Durian dan memfasilitasi pencatatan pernikahan mengadakan program bersama untuk
mendorong pencatatan pernikahan.

3.2 Faktor Penghambat Pernikahan Belum Tercatat Di Desa Bukit Durian

Faktor penghambat di Desa Bukit Durian kebanyakan memiliki tingkat pendidikan dan
kesadaran hukum yang rendah masyarakat tidak memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan
konsekuensi hukumnya dan juga usia yang belum ideal untuk mjenikah, pasangan yang belum
memenuhi syarat usia untuk menikah. Biasanya menjadi penghambat di Desa Bukit Durian dalam
pembuatan kartu keluarga (KK), dan pernikahan dengan pasangan yang belum memiliki akta cerai
masalah status pernikahan sebelumnya keterbatasan biaya-biaya pencatatan pernikahan yang
dianggap mabhal.

3.3. Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Mengenai Pernikahan Belum Tercatat
Tokoh agama memiliki peran penting dalam mengatasi pernikahan belum tercatat. Mereka dapat
memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan
secara resmi. Berikut peran penting tokoh agama :
a. Edukasi dan Kesadaran: Tokoh agama dapat memberikan edukasi kepada masyarakat

tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi dan konsekuensi hukumnya.

b. Pengarahan dan Bimbingan: Tokoh agama dapat memberikan pengarahan dan
bimbingan kepada pasangan yang akan menikah tentang proses pencatatan pernikahan
secara resmi.

c. Kerjasama dengan KUA: Tokoh agama dapat bekerja sama dengan Kantor

d. Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
pencatatan pernikahan secara resmi

Desa Bukit Durian telah mengukuhkan perangkat dewan adat atau perangkat adat melalui
SK pengangkatan bobato adat oleh Husain Sjah sebagai Sultan dari Kesultanan Tidore. Hal ini
menunjukkan bahwa struktur adat masih memiliki pengakuan dan otoritas lokal dalam tata sosial di
Desa tersebut. Sebagai tokoh adat di Desa Bukit Durian bapak Agustinus Sidete, beliau berperan
spesifik dalam pernikahan menurut adat dan juga pernikahan yang belum tercatat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelskan sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan dari penelitian ini adalah :

kebijakan pendataan kependudukan Pemerintah Desa Bukit Durian dalam mengatasi
masalah pernikahan belum tercatat pemerintah Desa melakukan semaksimal mungkin dengan
berusaha untuk mengatasi masalah ini, dengan program-program serta pengertian selain itu juga
pemerintah melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat
tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi,.

Meningkatkan akses ke layanan pencatatan pernikahan, serta meningkatkan kerjasama
antara Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat. Dengan demikian, jumlah pernikahan
belum tercatat sudah berkurang dari tahun 2023 dengan kesadaran masyarakat lebih memahami
pentingnya  pencatatan pernikahan secara resmi untuk meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan mereka.
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